
LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

NOMOR ·: ~ TAHON 1991 SERI D NO. 7 

PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

NOMOR: 27 TAHON 1990 

T E N T A N G 

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

KABUPATEN DARRAH TING.KAT II 

SUKOHARJO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TJNGKAT II SUKOHARJO 

Menimbang : a. bahwa air bersih adalah merupakan ke -
butuhan pokok masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya; 

b. bahwa untuk menjamin daya guna dan 
basil guna yang sebesar-besarnya a tas 
pengelolaan air minum yang ada di dae -
rah Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk/ 
didirikan Perusahaan Daerah Air Minum; 

c. pq.!,:va untuk i tu perlu diatur dalam Per­
aturan Daerah. 
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Mengingat 1. Undang-undang Norror _ 5 Tahun 1974 ten_ 
tang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah , 

• 

2. Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ten­
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa _ 
ten dalam Lingkungan Propinsi J awa 
Tengah; 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 ten _ 
tang Perusahaan Daerah jo Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan 
Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang 
dan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang; 

4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 197 4 ten _ 
tang Pengairan; 

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentarg 
Pokok-pokok Kepegawaian; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama 
an tara Perusahaan Daerah dan Pihak 
ketiga; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri ·Nomor 1 
Ta.bun 1984 ten tang Ta ta Cara Pembinaan 
dan . Pengawasan Perusahaan Daerah di 
Lingkungan Pemerintab Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri N:iror 
690. - 1572 Tahun ]985 tentang Ketentuan 
ketentuan -~okok Badan Pengawas, Direksi 
dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air 
Minum; 

9. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri 
· dan Menter~ Pekerjaan Umum 1,N0010r 3 

Tabun 1984 Nomor 26/KPrS/1984 tentang 
Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek 
Air Bersib Pengelolaan sanentara dan 
Penyerahan Pengelolaannya; 
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10. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Pekerjaan Umurn Nomor 4 Tahun 1984 
11 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air 
Minum 11 

• 

' 
11 . Keputusan bersama Menteri Dalam Neger i 

dan Menteri 1,Pekerjaan Urrrum Nanor ~ 
Tahun 1985 Nornor 28/KPrS/1984 
tentang Pedoman Struktur dan Perhitung­
an untuk menentukan tarip Air Minum 
dari Perusahaan Daerah Air Minum dan 
Bahan Pengelolaan Air Minurn; 

12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
193/KPI'S/1987 tentang Pembentukan Badan 
Pengelola Air Minum Kabupa ten Daerah 
Tingkat II Sukoharjo. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu­
paten Daerah Tingkat II Sukoharjo 

M~netapkan 

MEMUTUSKAN 

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 
I I SUKOHARJO TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN 
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT 
I I SUKOHARJO . 

BAB I 

KETENTUAN UlfU1I 

Pasal 1 · 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 
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. · tah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 
b Perner1n · . 

. Daerah Tingkat II SukoharJo, 

h dalah Bupati ·Kepala Daerah 
c. Bupa ti Kepala Daera a I I Sukohar jo; 

Kabupaten Daerah Tingkat 

k.1 Rakyat Daerah adalah Dewan Perwaki-
d. Dewan Perwa 1 an · k t II Suk lan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting a o -

harjo; 

e. Dinas Keseha tan adalah Dinas keseha tan Kabupa ten Dae­
rah Tingkat II Sukoharjo; 

f. Bagian Perekonanian adalah Bagian Perekonomian pada 
Sekretariat Wilayah/Derah Tingkat II Sukoharjo; 

• I 

g. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wila-
layah Kabupat~n Daerah .Tingkat II Sukoharjo; 

h. B_agian Hukum adalah Bagi"an Hukum pada Sekretariat 
W1layah/Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

i · P~rus~aan Daerah Air Minum · adalah Perusahaan Daerah 
Air M1num Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

j . Direksi adalah Direksi Perusahaan Daer . Minum 
Kabupaten Daerah T.ingkat II Sukoharjo; ah Air 

k. Badan Pengawas adalah Ba 
Daerah Air Minum Kab t dan Pengawas Perusahaan 
harjo; upa en Daerah Tingkat II Suko -

1. Persetu iuan p • . 
pejabat rinsip adalah s 
jaba tan t Yang berwenang sesura ~ keterangan dari 

ertentu; ' · eorang dapat rnenduduki · 
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BAB II 

PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 2 

( 1) Perusahaan Daerah Air Minum didirikan di Kabupa ten 
Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

(2) Perusahaan Daer~. Ai: Minum sebagaimana tersebut 
aya t ( 1) Pasal 1n1 diberi Nama Perusahaan Daerah 
Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo . 

Pasal 3 

( 1) Perusahaan Daerah Air Minum berkedudukan dan berkan 
tor Pusat di Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat IT 
Sukohar jo dan dapa t mendirikan Cabang-cabang serta 
Perwakilan di tempat lain dalam Wilayah Kabupaten 

· ·0aerah Tingkat II Sukoharjo. 

(2) Pendirian · Cabang-cabang serta Perwakilan sebagai -
mana dimaksud aya t ( 1 ) Pasal ini di tetapkan dengan 
Kepu tusan Bupa ti Ke pal a Daerah a tas usul Direksi 
dengan pertimbangan Badan Pengawas. 

BAB III 

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA BDAM 

Pasal 4 

Sif at Perusahaan Daer ah Air Min um adalah ·memberikan 
jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. 
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Pasal 5 

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum adalah memberikan 
pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat s~cara adil 
dan merata secara terus menerus yang memenuhi syarat_ 
syarat kesehatan. 

Pasal 6 

Perusahaan Daerah Air Minum dalam melayani Air Minum 
bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha: 

a. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana 
penyediaan Air Minum; 

b. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air 
secara merata dan efisien; 

c. Menyelenggarakan penga tu ran untuk mencegah adanya 
pengambilan air secara liar; 

d. Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyara­
kat secara tertib dan teratur, 

BAB IV 

STRUKTUR ORGANISASI,TATAKERJA DAN PERMODALAN 

Pasal 7 

Struktur organisasi dan ta taker ja di Perusahaan Daerah 
Air Minurn Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjoterdiri 
dari: 

a. Badan Pengawas; 

b. Direksi• - . 
} I 

c. Unsur-unsur Staf. 
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tsi terdiri dari pire\ 

~. l t r Utama ·, Dire< ·u 

Direktur Bidang Umum; b, 

PasaJ 8 

C , 
Direktur Bidang Teknik. 

Pasal g 

Direktur Utama mempunyai tugas 

a. Direktur Utama mempunyai ~ugas sebagaimana dimaksud 
ctidalam ~asal-pasal yang terdapat dalam Peratur an 
Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air 
Minum; 

b. Dalam menjalankan tugasnya Direktur Utarna bertanggurg 
jawab kepada Bupati Kepala Daerah; 

c. Direktur Utama wajib mengadakan rapat pada waktu 
tertentu untuk membahas secara menyeluruh penyeleng­
garaan tugas dan urusan unit-unit Perusahaan Air 
Minum; 

d. Apabila Direktur Utama berhalangan untuk menjalankan 
tugas peker jaannya maka Bupa ti Kepala Daerah dapa t 
menunjuk seorang penggantinya: 

1. Salah satu Direksi yang ada; 

2. Apabila Direksi 
pegawai yang tertua: 
mampu dapat mewakili 

tidak ada maka salah seorang 
pangka t dan jaba tannya serta 
tugas Direktur Utama. 
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. 

IJj r ktur 
Bidang cmum rfY'.Jnpunyai tugas 

dan mengendalikan . kegia tan di 
keuangan , kepegavraian dan kese-a . Mongkoordinas ikan . 

bidang ad.rninistras1, 
kreta_riatan; 

• • Ir,..... dan menQ'endalikan kegi a tan pengacta 
b . Mengkoord1na.sirw.u O 

• 

an dan pengelolaan perlengkapan, 

d 1 ·kan sumber-51..Iffi!"'~r penda -
c . Mer encanakan dan mengen a 1 ,..,ahaan. 

patan ser ta perbelanjaan ct.an kekayaan perus ' 

• ct t basil pena2ihan reke-d. Mengendal1kan uang pen apa an, 0 

ning penggunaAn air da~i pelanggan; 

e . Mela.ksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Direktur Utama; 

f. Dalam menjalankan tugas Direktur Bidang Umum Bertang 
gung jawab kepada Direktur Utama. 

P'asal 11 

Direktur Bidang Teknik ~yai. tugas : 

a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegia -
t an dibidang, perencanaan, teknik, produksi; distri 
busi, dan peralatan teknik; 

.. 

b. Mengkoordina.sikan dan mengendalikan pemeliharaan 
instala.st prodw,.si sumber ma ta air dan sumber ma ta air 
tanah; · 

c . Mengkoordinasikan k~iatan-kegiatan pengujian pera -
I a tan teknik dan bahan-bahan kirnia; 

ct. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Direktur Utama~ . · 

e. dalam menjalankan tugas Direktur Bidang Teknik ber -
tanggung jawab kepada Direktur Utama. 
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Pasal 12 

Bidang Umum membawahi: 
·reKtur 

oi . an keuangan ; 
~1 

3' . an Langganan; 
b, Ba,gl 

Ba,gian Uinum • 
C• 

Pasal 13 

Bagian Keuangan mempunyai tug_as : . 

a, Mengendalikan kegiatan-kegiatan' dibidang keuangan; 

b.' Mengatur program pendapatan dan: pengeluaran keuangari; 

c. Merencanakan dan mengendalikan sumber pendapatan 
serta perbelanjaan ~an kekayaan perusahaan; 

c. Mela.ksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oJeb 
atasan; 

e. Bagian kcuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 
yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Direktur Bidang Urrrum. 

Pasal . 14 

Bagian Langganan mempunyai tugas : 

. a. Melakukan penyal uran meter air dan memeriksa data 
Penggunaan air berdasarkan meter; 

b, Menyelenggarakan pemasaran' pelayanan langganan dan 
m engurus penagihan rekening langganan; 

c. Men 1 . 1 yanan 1angganan, 
Pe .Ye enggarakan fungsi-fungsi pe a d ta langganan 

ngelolaan rekening dan pengel~laan a 
d, Meny 1 . . ter air' pengen 

. _da11 e enggarakan fungsi pe-?gawas~n ~er air; . 
an meter air dan admin~strasi .m~ 
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e. Melaksanakan t ugas-tugas lain yang diperikan Oleh 
atasan/ pimpi naq j 

f. Bagian pelayanan langganan dipimpin o~eht Kepala 
Bagian dan dalam menjalankan tugasnya er anggung 
jawab kepada Direktur Bidang Umurn; 

Pasal 15 

Ba.gian Umum mernpunyai tugas: 

a. Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiat an-kegiatan 
dibidang administrasi, kepegawaian serta kesekreta _ 
riatan; 

b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang kerumah­
tanggaan, Peralatan Kantor dan Perundang-undangan; 

c. Mengurus perbekalan material dan peralatan t eknik; 

d. Mengadakan pembelian barang-barang yang diperlukan 
perusahaan; 

e. Ba.gian Umum dipimpin oleh Kepala Ba.gian dan dalam 
menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Di rek­
tur Bidang Umum. 

Pasal 16 

Direktur Bidang Teknik manbawahi 

a. Bagian Produksi; 

b. Bagian Distri-busi; 

c . Bagian Perencanaan Teknik· 
' d. Bagian Peralatan Teknik. 
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Par:1a.l 17 

13agian Procluks:l rnempunyai ·tugai:, : 
. 

a, Menyelenggarakan penrtenda'J ·', . d o .. . 1.an 
kuant1tas pro uksi aJ· r· ter~n 1 • • • • : • • , • , 1 a15u < 
kebut uhan ma terial produksi ; 

a ta.B kua l. i ta.A da.n 
penyusunctn rcncc1.r1v, 

b, Mengatur, menyelelenggarakan 'fun ... f . 
rnesin, ketenagaan, kuali tas . . _.. gs.1.- .. ungs1 mekant k 

serta laboratorium; 

c. Melaksa
1
nakan tugas..:.tugas lain yang diberi· kan 

atasan pimpinan; oleh 

d. Bagian produksi dipimpln oleh seorang Kepala Ba · 
dan . ~alam men_.jalankan tugasnya bertanggung j~~~~ 
pada D1rektur B1dang Teknik. · 

Pasal 18 

Bagian Distribusi mempunyai tugas 

a. Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa dis­
tribusi dalam rangka pembagian secara merata dan te­
rus menerus serta melayani gangguan; 

b. Mengatur, menyelenggarakan fungsi pipa/ jaringan, 
pipa panpa tekan dan pelayanan gangguan; 

c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan; 

d · Bagian Distribusi dipimpin oleh Seorang Kepala ~gi­
an dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung Jawab 
kepad·a Direktur BagianTeknik. 
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Pn sa l HJ 

' rr.1F 11 ,· 1, 11 '1l1J)l11~ya 1· tugas : 1 kq,:, an I' ,. •nr·ana \... , , 1 

a . Men ·n dn.l<an 1 C1r scdiaan cadangan a1r minum guna keP€tl,
1
, 

an di :·Lrj bus i.; 

1 . M rcncanaka.n pengadaan teknik bangunan air rnin\Jlll 
~0rta mcngendalikan kuali tas dA n kuanti tas terrna _ 
. uk m njami n r encana kebutuhan; 

c . Mengadakan penyediaan sarana air minum ~ t uk pro _ 
gram-program penyambungan dan pengawasan pendistri ­
busian; 

d. Membantu Direksi dan memberikan saran-saran dan 
pertimbangan kepada Direksi; 

e-. Bagian Perencanaan Tehnik dipimpin oleh Kepala Bagian 
dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Direktur Bidang Tehnik. 

Pasal 20 

Bagian Peralatan mempunyai tugas 

a. Mengurus perbekalan material dan peralatan teknik; 

b. Mengetes , meneliti dan menilai peralatan teknik 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan; 

c. Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan 
oleh atasan; 

d. Bagian Poraln.tan Teknik dipimpin oleh Kepala Bagian 
dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Direktur Bidang Tehnik. 
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(3) SemtJa alat likutd ya n'1 horbcntuk . B nl p . 0 . l uang tun;, i d j -:. . r 
pan d1 a < emer1ntah yang dj tu . il-: · - ~L{l -

Kepala Daerah. · - n.Ju · 01 '.:b t upati 

BAB · V 

PENGANGKATAN . DAN PEMBERHENTIAN 
DIREKSI 

Pasal 22 

( 1) Direksi Perusabaan Daerah Air Minum diangka t oleh 
Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan 4 (empat ) 
tahun berdasarkan syara t-syara t kemampuan dan keah­
lian dalam bidang pengelolaan Perusahaan serta 
syarat-syarat lainnya yang diperlukan untuk menun -
jang kanajuan Perusahaan yang dipirnpinnya dan S:SID 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala 
Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi terlebib 
dahulu dimintakan Persetujuan Prinsip kepada Guber-
nur Kepala Daerah dengan dilampiri : 

a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat peociidi 
kag dan pengalaman kerja; 
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I \ '1 •1t1t •1 11 nn 11 n11p:1 I\ t',•p:l Ip ll:it'l ', ll l Y11 11t1
: tw,11• 

1,. ~1\ll ,\ ' I I / 
\ ,\\ ,111 \1,\1\\ 111, :il l'l1 nn1 ~gn1 :1 1)\1 ·1'\' l ynng rl1 11 •11 111t,;1 

\ IIL1\ 1111rnr 1111y 11 l l)11h11n nn n l« ' lt llll 'f~:I ·1n1rtp;,1 I <lr11 •:1,J;1/ 

\ ·I \1 tt 1, h11 II, 11 11111rt1I Hfll'l n 1111 ·1111 111:1,11p111 1 kr ,•1~1111 

\ I\ I \I I \ l ",1 II ' h I I It ll)t •I) :\ ll 111 d II ll I p; II ' j 

,' . l\ •tnliqin \ ! .. n,·n" nnrnn clnt1 pn1·Lltnh,111win l:i,in,,,, 
nt :u, l' \1 ,n t· 11 l n ll yi u,, t1l11i;ul kn 11 ; .Y,i 

~ \, ~y:, r:, 1 ~ ~ ·y: ll'n t ~('\)i l l n I m11 ,m d I mrtkHucl pad a ayf,. t ( 1) 

\'.,~:l1 \\ \ :1d~,tnh 

:, . ~yn rn t l~m m, 
1 . Wnr g-:, Ne nra I ndonesia ; 
. • Be r t aqwu k pndlt 'J\1han Yang Maha Esa; 
3 . · t ln ctnn tan.t kepada Pancasila dan Undang_ 

undnng Da a.r 1945; 
-1 . S t ia da.n taa t l{epada Negar a dan Pemerintah 

H publ ik Indonesia; 
5 . Mempunyn.i rasa Pengabdian kepada Negara dan 

bangsa terutarna. kepa.da. Pemerintah Da.era:h; 
6. Tidak dica.but hak' pi lihnya. berda.sa.rkan Keputu 

san Pengadilan; 
7 . Ti dak perna.h terlibat langsung maupun tidak 

langsung -setiap kegiatan yang mengkhianati 
Negara RI yang ber dasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945, seperti G. 30 S/PKI 
atau organi.sas i terl arang lainnya; 

8. Seha t jasmani dan rohani serta berumur tidak 
melebi hi 55 tahun dan mempw1yai pengeta.huan , 
keckapan dan pengalaman di bidang pengelolaan 
Perusabaan/teknis air minum. 

b . Syarat- syar a.t khusus: 

1. Mempunyai kepri badian dan sifat-sifat kepemim 
pi nan ; 

2 . Mempw1yai penget ahuan, li:ecakapan dan pengal am 
a11 p kerjaan dibidang pengelolaan perusahaan/ 
t hni ~ a i r mi nLUn; .. 

3 . Berwi bawa ~an Jujur ; 
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Pern1oll?nan p~r s tujuan Pri.ns ip pa1J;i a.ya t r '). J p~ .. ,, J 
. 11i d1sampa1kan kepacla Bupa t i Kcpri 

I
r fJ 

1 , 3 ( . ) 0 .-t aera h sn I 'Jfrl bat-lambatnya tiga bulan SE-beJ um . b t·· ,- , -
. 1 . t 1 b .Ja a .an d no- -gota D1re {s1 yaJg ama erakhir . ~ 

(5) Anggota Direksi tidak dibenarkan unt uk , 
1 b . memangY.u jabatan rang{ap se agaimana tersebut di bawah ini : 

a. Anggota Direksi dan Kepala Unit Perusahaan llierah 
lainnya atau Perusahaan Swasta atau jaba tan 
lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan 
perusahaan; 

. b. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam 
Instansi dan atau lembaga Pemerintah Pusat dan 
Daerah; 

c. Jabatan lain sesuai dengan ke~entuan dalam Pera­
. turan Daera.h dan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. · 

(6) Gaji dan penghasilan lainnya dari anggota Direksi 
di tetapkan oleh Bupa ti Kepala Dae rah a tas usul 
Badan Pengawas. 

( 1 ) 

Pasal 23 

Anggota Direksi diberhentikan atau d~pat ~iberhent! 
kan oleh Bupati Kepala Daerah, rresk1pun Jabatanny 
b elum berakhir, karena: 

a. Meninggal Dunia; 
b. Permintaan sendiri; . r ikan peru -
c. Melakukan sesuatu atau bersikap ~e uggan kepenting 

sahaan Daerah a tau berten tangan en ~ 

an Nega~a - . tidak ctapa t 
d. Sesuat{i hal yang mengakibatkan_ ia 

rne~aksanakan tugasnya secara waJar. 
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• ) d - 1 1 ... ,1 J d hiu,.,.·t t e 1\.l rtp:1 L tindakun ter se but ,2 Khu~ us n..1 an " · · · t.,• · ' • o· 
d,,lnm ayat ( 1) hur uf c Pnsal j 111, /\1~ggota ~reks1 

(3) 

\ rang • bersn.ngu tan di be rhen. U.ka.n _ un t uk sementara 
dar.i. t ugasnyu. oleh Bupat1 Kepala Daerah sesuai 
dengan usul Ba.da.n Pengn.was . 

Pemberhentia.n s ementara i t u diberi tahukan secara 
ter t ul is kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, 
Bada.n Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. diser tai 
a l asan-al asan yang menyebabkan pemberhent :1:_an se _ 
mentar-a tersebut. 

(4 ) Da.lam hal terjadi pembe;rhentian sement ara sebagai _ 
rmna tersebut ayat (3) Pasal ini dilakukan sebagai 
berikut: 

a. Anggota Direksi yang bersangutan diberi kesernpat 
an untuk membela diri dalam sua tu sidang yang 
diadakan untuk i tu oleh Ba.dan Pengawas ctaiam 
waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi ter -
sebut diberitahukan tentang pemberhentian semen­
tara,. 
Jika Anggota Direksi yang be rsangkutan tidak 
hadir dalam persidangan tersebut, yang bersang -
kutan dianggap menerima apapun yang diputuskan 
oleh Badan Pengawas; 

b. Dalam sidang itu Ba.dan Pengawas memutuskan apa -
kah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap 
diusulkan untuk diberhentikan ataUkah pemberhen­
tiar1 sementara i tu diba talkan dan segera menyam"" 
pai~ keputusannya $ecara tertulis . . kepada 
Bupati Kepa~a Daerah; 

I 

c . Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterima 
nya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat 
ini Bupati Kepala Daerah mengeluarkan keputusan 
dan . panyampaian secara tertulis kepada Anggota 
direksi yang bersq..11gkutan, Badan Pengawas dan 
Anggota Direksi lainnya. 
Dalam hal pemberi tahuan tersebut diatas tidak 
dilakukan dalam waktu yang ditentukan · maka 

. ' . . oari.r.P.r~.en t .iarL-~p!'YlaT'l tQ r n ; t.u ,,met].j adi ha ta.l· ,;·men.urnt 
,.Jf ... -~~c::J;_11, ., J \ • 
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(1) 

JlKa s~dang tersebut pa.da. a.yat (4) Pa.sal ini 
d. tldak d1adakan oleh Badan ~engawas dalam waktu I 

(satu) bulan setelah pemb~rhentian sementara itu 
di ber i tahukan menuru t keten tuan aya t ( 3) Pasal 
ini, °:ak_a usul pemberhentian dimaksud ayat (2) 
Pasal 1n1 dan Keputusan Pemberhenti an Sementara 
oleh Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan 
menjadi batal menurut hukum; 

e. Jika Keputusan Bupati Kepala Daerah pada .. ayat: 
( 4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui 
oleh Direksi yang bersangkutan ataupun oleh 
Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan 
dapat mengajukan permohonan banding secara ter -
tulis kepada Instansi atasan dengan disertai 
alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah 
keputusan tentang pemberhentian termaksud dite -
rimanya. 
Instansi atasan mengambil ·keputusan terbadap 
banding i tu selambat-lambatnya dalam waktu 2 
(dua) bulan sejak surat banding diterimanya. 
Keputusan tersebut mengikat senrua pihak yang 
bersangkutan. 

f. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputus­
an terhadap permohonan banding tersebut_ ~alam 
waktu yang di tetapkan dalam huruf a aya t 1n1, ma 
ka Keputusan Bupati Kepala Daerah_tersebu~Amen­
jadi batal menurut hukum sehing~a J?8:rnohonan 
banding yang bersangkutan dianggap diterlilla. 

BAB VI 

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

Pasal 24 

ah dibentuk Badan Penga­
Pada setiap Perusahaan ?aerb ke ada Bupa ti Kepala 
was yang bertanggung Jawa P 
Daerah. 

·.· . 
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Pasal 25 

] aksanakan tugas, wewenang da.n tanr,~ 
Badan Pengawasan me.· k t t I',,') 

·awabn a sesuai . dengan ketentuan- e ~n uan Y,ang 
gung J hy d perusahaan Daerah dan menJalankan ke~ 
berlaku ter a ap "uk etunJ'uk dari Bu . 
putusan-keputusan serta petunJ -p Pat1 
Kepala Daerah. 

Pasal 26 

Badan Pengawas dalam mela.ksanakan tugasnya berkewajiban, 

a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Kepala 
Daerah mengenai rancangan rencana kerja dan Anggaran 
Perusahaan serta perubahan/tambahannya, dan laporan­
laporan lainnya dari Direksi; 

b. Mengawasi pelaksanaan · Rencana Ker ja dari Anggaran 
Perusahaan serta menyampaikan basil penilaiannya 
kepada Bupa ti Kepala Daerah dengan tembusan kepada 
Direksi Perusahaan Daerah; 

c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam 
hal perusahaari menunjukkan gejala kemunduran, segera 
melaporkannya kepada Bupati Kepala Daerah dengan 
disertai saran mengenai langkah perbai kan yang harus 
ditempuh; 

d. Manberikan pendapat dan saran kepada Bupati Kepala 
Daerah dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan 
Daer ah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap 
penting bagi pengelolaan Perusahaan; 
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r/j r•n· J 

·(. i~emb rj kan 1 n 1:x:>r an knpacla Hur1~, 1 i f((, , 1 , 1' ( '1~ · ] · · Pf'! ,, I Jdr•r 1h ' f'r ;,.,, 
l)er kal.a r.1wu .. an dan Tahunan) ,;_,r,rt·-- r- 1 . · 

d • 1 •) / 1. )8 ,- I • •"' I I r• l 
wal<t.ll yttt~g 1.pe r . uk~n mengena.i pcrkeml)ang;:i_n f.Jr:rl/,·:- ~ 
Ji aan Dae1 ah dan has.1 J pe laksa.naa.n i· ur:r., r: • f' :J ·,, 

h D , "='o .--, J8f 8 n .Pi:•,ic:r _ was Perusa aan aerah . -,;" 

Pasal 27 

!)a.lam melaksanakan 
pasal26 Peraturan 
memperhatikan: 

tugas sebaga1mana dimaksud pada 
Daerah ini, Badan Pengawas ·#a.jib 

a. Pedanan dan petunjuk-petunjuk Bupati Kepala Daerab 
dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan· 

) 

• b. Ketentuan dalam peraturan pendirian Perusabaan £aerah 
serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan · yang 
berlaku;. 

c. · Panisahan tugas Pengawas dengan tugas pengurusan 
Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung 
jawab Direksi; 

Pasal 28 

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas 
mempunyai wewenang sebagai berikut: 

a. Melihat buku-buku dan surat-surat dokurnen-dokurren 
lainnya memeriksa keadaan · Kas (untuk keper luan 
ferifik~i) dan memeriksa kekayaan Perusabaan; 

b. Manasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan 

kantor yang digunakan Perusahaan; . 
. c. d • Direksi Perusaha-

Maninta penje~asan-penjelasan ari an ·kut pengelo 
an mengenai segala persoalan yang m~ny g 
laan Perusahaan; 
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d. M ninLl l) ir(•l.. , I d,l ll :tLlll p,,,j;ih;it. l f1lr11 1y:i r/ r:ni~1JIJ 'r 

1 t ng~ 1 ·1 n 1'111, n n l rt'l<i, i 111) L11k rnnngl HI d I r' i r•;, 1>,1 I. H,ui~,·,, 
1 ('I 1 !,• \WIS' 

1: • Men ~h:1rl i ri 1·apn I Di. r cks l clan mnmhc_r l kan [),J_nrJ~r.nv,,,ri 
pnndnn :r:1.n tcrhadn.p l1a l - l1RJ yang dj bJ.{;ar ~Jl-rnn; 

f. Hal-hal yang dianggap perlu ebaga.i rnana diatur daJalTJ 
.P raturan Pendi r.ian Pcrusahaan Da.erah • 

Pasal 29 

( 1) Badan Pengawas mengadakan rapa t sekurang-kurangnya 
3 ( tiga) bulan sekali dan bila sewaktu-waktu diper­
lukan; 

(2) Da.lam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
dibicarakan hal-hal yang ber~ubungan dengan Perusa­
haan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak 
serta kewajibannya; · 

(3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar 
musyawarah untuk mufakat; 

(4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat. 

Pasal 30 

Untuk membantu kelancaran lak 
ngawas Bupa ti Kepala Dae~ sanaan tugas Badan Pe -
Sekretaris dari Anggota Bad Pdapa t mengangka t seorang 

an engawas; . 
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p 8).1 ... ' 

dan PX: t~ ·~,\ , 
r t '• :,;,.,( l '-C et 1 (I int • 23 

' lll,ln [\1.E.:.r~th i · 111~ d1n~suct dalam Pasal ·1. t ·1 ,• . · 111 t e r cl1 ,. . . 
• • 

1 11
11 t ah Da.eruh/ 1 · 11 d a r 1 unsur- tmsur PeJa-

~~ ~1- l:: r lntbimgn.n dE'n aJ1 pn"' t ansi lai n Yano- kegiatan -
~-u1_ 1 \ -1110- d • ' eru~a1,a 0a· ':) 
tt · " ~ l unggap caka "' an e rah dan tenaga 
· lg, s B..~dan Pengawns . P da.n mampu melaksaoakan 

) Bupa. t i Kepa1a Da 
sebagai k erati secara 

a -e tua Badan Pe ex-officio iT.enja' t 
Pejabat l a in seba<>ai K tga\\as atau dapat men;,,, jUk 

o e ua Badan Pengawa.s . 

Pasal 32 

( 1 ) Anggota Ba.dan Pengawas di - . . 
mempunyai decti· kas1· d. dangka t dar1 t enaga vane-. , ipan ang ak - - o 
kenampuan untuk me . 1 c ap dan .Inempun'l;a.i 

OJa ankan kebijaks ~ Kepala Daerab mengenai Pemt. anaan Bupa t i . 
Perusataan Daerah. inaan dan Pengawa.san , 

( 2) ~i~ing syara t sebaga:imana dimaksud aya t ( 1) Pasal 
ini An~ota Ba.dan Pengawas tida_~ dibenarkan memiliki 
kepentingan yang bertentangan a.tau mengganggu kepent i 
ngan P-erusahaan- ,Daerah. -

Pasal 33 

( 1 ) Anggota Badan Pengawas her jumlah sekurang-kurangnya 
2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 ( lirna) or ang 
yang terdiri dari Ketua dan Anggota Badan I>engawas. 

(2) Masa jabatan Anggota dan !{etua Badan Pengawas ada -
lah 3 (tiga) tahun.· \/ 

( 3) Anggota Bad an Pengawas setelah s elesai masa j aba ~ar:i 
·nya sebagaimarta dimaksud pada ayat (2) Pasal. 1n1 

ctapat diangkat kembali dengan t etap memperhat1kan 
ketentuan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Per a­
turan Daerah ini. 
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J a 1 ,; 

Pasal 35 

Apahj J a Bupa ti Kepala Dae rah bependapa t bahwa anggot a _ 
anggota atau salab seorang anggota Badan Pengawas sete­
] ah menjaba t beberapa waktu tern ya ta tidak a tau tidak 
dapa t menjalankan tugasnya dengan baik, maka Bupati 
KcpaJ a Daerah dapat memberhentikannya setelah mendapat 

rsetujuan dari Pejabat yang berwenang. 

Pasal 36 

( 1) Anggota Badan · Pengawas tidak dibenarkan merangkap 
jabatan lain pada Sadan Usaha Swasta yang dapat 
menirnbulkan pertentangan kepentingan secara ~ 
maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan 
DaE:rah yang bersangkutan. 

(2) Pejabat yang berwenang dapat memberikan pengecuali­
an darj ketentuan sebagaimana dimaksud aya t ( 1) 
PasaJ ini . 

Pasal 37 

&·mua rx:;rr,l)j ayaan dalarn rangka Pelaksanaan Togas Sadan 
Pr;ngaww; di hebankan Perusahaan Daerah yang bersang 
kutan. 
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Pasal 38 

pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas diatur 
oleh Bupati Kepal a Daerah. 

Pasal 39 

(1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daer ah Air Minum 
dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan ·pembinaan sebagaimana dimaksud 
ayat ( 1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dibantu 
oleh Sekretaris Wiiayah/Daerah. 

Pasal 40 

( 1) Bupa ti Kepala Daerah menetapkan Pera turan Daerah 
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dan 
berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat 
yang berwenag. 

(2) Bupati Kepala Daerah melakukan penguasaan terhadap 
Perusahaan Daerah· Air Minum yang berhubungan dengan 
hak, wewenang dari kekuasaan Pemerintah Daerah seba­
gaipenilik. 

Pasal 41 

Bupa ti Kepala Daerah merietapkan Pera turan Daerah ten­
tang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan 
Daerah Air Minum dengan berpedanan pada ketentuan per -
aturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 42 

( 1) Bupa ti Kepala Daerah mengangka t dan memberhentikan 
Ketua dan Anggota· Badan Pengawas Perusaha.an Daera.h 
Air Minum-. 
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\\u ,. l \ K ,1 ., , n n H rnh tW'll 1 , , t1 ., I dnn 111f 111hi •1'11< 111 1 k:i 
Kl \ u, tlnn t\nggntn nlr<,1,.~ 1. Jln r11:1nl1.111n l ):l<w111, Ai','. 

M, m1111 . 

1 ,~ nnt kninn KC't\ln / J\llJ;gnt.11 ll11ch111 Pu11go.w1H1 <1[111 l\,iK , 
)in nl,r-\., l't'r,1. nlrnnn n:1.nrnll /\Ir ~l.1111111 . 1c,h;q'.(: ,1,11,.L 

l :, ctimnk~\ld cb \ 1\111 nyn I: ( I) cl rt ll ( ?.) ( nF-m. I In I , cl I 
1 fl k1.1k!1\ n n) d, nupn t I K<'P" ln. Dn.o rll It . ( to In h rn<mcl:tp:11. 
\X!l'S · t \\J\HHl Pr.tnsip dnt•J poJabat yn11r; ho rw n~,n~c 

Pnsul 43 

Bupa ti Kepala Daeru.h melaktll{an Pelantikan dan pengamb l l 
. an sumpah Jabatan terhadap K~tua/ Anggota BA.~an Pengawa8 
dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Ai.r M1num sebeLum 
menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 44 

(1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Honorarrium Ketua/ 
Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum 
sesuai dengan kemarnpuan Perusahaan Daerah . 

(2) Bupati Kepala Daerah meneta.pkan gaji, penghasilun­
penghasilan lainnya bagi Anggota Direksi Perusah~an 
Daerah Air Minum berda.sa.rkan ketentuan-ketent uan 
pokokkepegawaian Perusahaan Da.erah Air Mi num sesuai 
d~ngan Kanampuan dan menurut prinsip-pri nsip per -
usahaan. 

(3) Bupati Kepala Daerah menetapkan pokok-pokok ~ii 
an dan i:)Cnghc:.,silan bagi pegawai Perusahaan Daerah 
Air Minum. 
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J>asn l ,1 5 

]1t1p:1ti K pnln Da rRh rnenctapkan Struktur Org'ln1' .c_,a_c._, j 
--usnhn1tn Da rah Air Mi num. n .-., .-. 

J~l 

Pasal 46 

( 1) Bupa ti Kep~la Daerab a tas usul Badan Pengawas dapa t 
n,emberhent1kan untuk sementara Anggota o· k • 

1 h lakuk ire s1 yang 
diduga te a me an tindakan yang · k 

Da ah . . merug1 an 
Perusahaan er Air M1num a tau tindakan 
oorten~angan dengan kepentingan Negara dan ~:~ 

•kepent1ngan Dae:ah serta memberitahukan pemberhenti 
ru:1 s~ntara 1 tu secara te:tulis kepada Anggota 
D1reks1 yang bersangkutan d1sertai alasan-alasan 
yang menyebabkan tindakan itu. 

(2) Dalam hal seluruh Anggota Direksi deberhentikan untuk 
sementara oleh Bupati K~pala Daerah, maka Bupati 
Kepala Dae rah dapa t menunJuk seorang a tau lebih dari 
Anggota Badan Pengawas untuk rnenjalankan tugas-tugas 
Direksi. 

(3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 
sesudah panberhentian sementara sebagairmna dirna.ksud 
dalam aya t ( 1 ) dan ( 2) Pasal ini, Badan Pengawas 
harus mengadakan sidang dimana Anggota Direksi yang 
bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri. 

(4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan 
sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud 
dalam aya t ( 3) Pasal ini, Bupa ti Kepala Daerah 
menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang 
bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dibatal­
kan pemberhentian sementaranya. Bupati Kepala I:aerah 
harus manberi tahukan keputusannya kepada Anggota 
Direksi yang bersangkutan, j ika pemberi tahuan ten­
tang panberhentian itu tidak dilakukan maka pem~er~ 
hentian sementara anggota Direksi dimaksud menJadi 
batal. 
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Bupn 1 \ K pn l n Dac~rah mcrch~.b.i l t L.i. r 0nggo ta fJ i. rr:kr J\ 
yl n 1 mt o.r ho.ntJan semcnt aranya ~1batalka.n atrJ.1i 
n -.njnct i. bn ta.l baik kar ena Bupa t1 Kepala Dae r,a.h 
t i dak member·i tahukan keput usannya terhadap u~v, 
sidang Badan Pengawas maupun karena Badan Pengawas 
tidR.k mengadakan sidang . 

J 

Pasal 47 

( 1 ) Bupa ti Kepala . Daerah menetapkan penyi mpanan uang 
Perusahaan Daerah Air Minum pada Bank Pembangunan 
Daer ah atau Bank Pemerintah lainnya. 

( 2) Bupa ti Kepala Daerah menetapkan pera turan ten t ang 
penggunaan dana penyusutan dan cadangan t ujuan 
setelah mendengar pendapat/pertimbangan Badan Penga 
was. 

( 3) Bupa ti Kepala Daerah , memberik~.Pr: persetujuan 
terhadap pengeluaran obligasi aan . a tau penerimaan 

· pinjaman-pinjaman jangka panjang oleh Perusahaan 
Daerah Air Minum dan memberikan persetujuan terha­
dap rencana ker jasama . dengan pihak ketiga setelah 
me ndengar pendapat/pertimbangan Badan Pangawas. 

Pasal 48 

Bupaj:i. Kepala Daerc1ih mP-ngesahka.n rencana Anggaran Peru­
·sahaan (RAP) se18inbat-larnbathya sebelum Tahun Buku baru 
ber jalan dan Laporan Keuangan Tahunan set elah t ahun 
buku berakhir yang di terima dari Direksi dengan mende­
ngar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas. 

Pasal 49 

( 1 ) Bupa ti Kepala Daerah menyampaikan Anggaran Perusa­
haan (AP) dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan 
Perhit ungan Rugi/Laba) yang telah disyahkan sebagai 
mana dirnaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini 
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(2) 

( 1) 

1,epada Pejaba t yang berwenang 8 ( ~ I amba t-1 tiinb!1 l.ny~ 
dalam jangka waktu 3 ( t.i.ga) bu.I.an. 

L,aporan~l~por~n seb~gaimana di maksud dalam ayat (1) 
Pasal 1n1 disampaikan ol eh Bupa ti Kepala Daerah 

· kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat r Ja.wa 
Tengah. 

Pasal 50 

Bupa ti Kepala Daerah rnenetapkan Pera turan Daerah 
tentang Pembubaran Perusahaan Daer ah Air Minum dan 
berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat 
yang berwenang serta rnenunjukkan likwiditasnya 
ctengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(2) Bupati Kepala Daerah rnemberikan pembebasan tanggung 
jawab ten tang peker jaan yang telah diselesaikan 
oleh likwidatur. 

-(3) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung 
jawab atas kerugian yang diderita oleh pibak ketiga . 

Pasal 51 

Bupati Kepala Daerah memerlukan persetujuan dari Peja­
bat yang berwenang terhadap hal-hal sebagai berikut : 

a. Semua kegiatan penyerahan dan atau pemindahtanganan , 
pembebasan dan atau penghapusan aktiva t etap perusa­
haan. 

b. Mengadakan ker jasama patungan (Join venture) yang 
berdasarkan Penanaman Modal Asing (PMA). 

c. Mengadakan pinjaman luar negeri (Kredit Luar Negeri) 

d. Mengadakan usaha kerjasama dengan pihak ketiga untuk 
jangka waktu yang melebihi 5 (lima) Tahun. 
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(1) 

BAB VII 

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI 

Pasal 52 

Serrua Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum termaSUk 
Anggota Direksi yang dalam kedudukannya yang tidak 
dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat ber­
harga dan barang-barang persediaan yang karena 
tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewa­
jiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka cla"l?,an 
langsung atau tidak langsung telah menimbulkan 
kerugian bagi Perusahaan Daerah Air Minum diwajib­
kan rpengganti kerugian tersebut. 

(2) Ketentuan-ketentuan tentang · tuntutan ganti rugi 
terbadap Pegawai . Negeri yang berlaku juga kepada 
Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum . 

(3) Senn1a Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum yang 
dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerah 
an uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan 
Daerah Air Minum yang disimpan didalam gudang atau 
tempa t penyimpanan yang khusus yang sema ta-ma ta 
digunakan untuk keperluan i tu diwajibkan memberi­
kan . pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya 
kepada . Direksi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala 
DaeraL .. 

( 4) Karyawan sebagaimana dimaksud aya t · ( 3) Pasal ini 
ttdak perlu mengirimkan pertanggung jawabari Jia:groai 
cara mengurusnya kepada Badan Pengawas. 
Tuntutan ganti rugi terhadap karyawan tersebut 
dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. 

(5) ~urat-~urat bukti dan surat lainnya bagaimanapun 
Jug~ ~if a tn~a yang termasuk ka tegori Ta ta Buku ctan 
Admin1stras1 Perusahaan disimpan ditempat ~ert,.S3}J3an 
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•a.h Air MJ num a tau di tanpa t 1 j 

I)le1
1 

aupa ti Kepa l a Dae rah k ~ ual J n j ~ k· y;, n~ ~Jj ~Un,i,.:x 
olel dipindahkan ke lladan Pcngawas · d ·~ n 11r: ~ r~ • .,.. _ 

tof9ya perlu untuk kepen tingan suat ~ am h~J di~ ~-
gap0 u pr- c r 1ksaan . 

BAB VIII 

K E P E G A W A I A N 

Pasal 53 

(1) DirekSi mengangkat dan memberhentikan karyawan atau 
~kerja Pe~ Daer~ Air Minum rrenurut Peratur 
an Kepegawaian Perusabaan yang disetujui oleh fu:ati 
Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengav.as: 

(2) Kedudukan hukum dari gaji, pensiun · dan sokong-an 
serta pengbasilan lain dari Direktur Uta.rm, Direktu-­
direktur dan Karyawan/Pekerja Pen1sabaan Daerah Air 
Mirn.llil _pelaksanaanya diatur dengan Keputusan Bupati 
Kepala Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan fX)kok 
Peraturan Gaji yang berlaku. 

BAB IX 

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUlf 

Pasal 54 

(l) Selambat-larnbatnya 3 (tiga) bulan sebel':1111. ~ahun 
buku mulai ber laku maka oleh Direksi dik1.rimkan 
Rencana Anggaran Perusahaan Daerah Air Mintmt unt~ 
d.imintakan persetujuan Bupati Kepala Daerah rrelalui 
Badan Pengawas. 

(2) Perub • d 1 perjalanan T ahan ~ Anggaran yang ter jad1 a am 
a.bun Buku. yang bersangku tan harus mend a pat perse-

---- . .·.- -
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1.,\ 1unn 1t 1'l ('blh rlnl\ul.11 rln:1'1 Bupat.L f<cpal a. Da 
nx :lolu.\ nndn.n l'<' lll~n.wn~. r!r•~-h 

.· ) i :il iln dn1nm wn.kt.u 2 (dua ) b11lan ses udah Pet1n·· 
n.n P .r ~c,1.u,jun.n ter s ~bu t pad a aya t ( 2) Pas~/ -11 ~-a., 

in· 
d i nj ukan dn.n ol c ll Buµati Kepa.la Da.erah tidak d' · 1 

k bern1:n.n se ara tertulis , perubahan anggaran 1adaka~ 
but dia.ngga.p telab disahkan. ter~e, 

BAB X 

P E L A P O R A N 

Pasal 55 

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum waj i b menyampaikan 
laporan Keuangan Tahunan, Triwulanan dan laporan berka­
la lainnya sesuai · batas waktu yang di tetapkan menurut 
ketentuan Peraturan Daerah dan Ketentuan Perunctang­
undangan yang berlaku kepada Bupati Kepala Daerah de­
ngan tembusan kepada Badan Pengawas. 

Pasal 56 

Bupati Kepala Daerah wajib menyampaikan basil penilaian 
:a. tas basil laporan Keuangan Tahunan .. serta laporan 

':lainnya dari setiap Perusahaan Daerab kepada Pejabat 
yang berwenang dalam batas waktu selambat~lambatnya 3 
( tiga) bulan setelab menerima laporan dari direksi 
Perusahaan Daerah Air Minum yang bersangkutan. 

Pasal 57 

(1) Laporan-laporan sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 55 
dan 56 Peraturan Daerah ini disampaikan tepat pada 
waktunya. 

(2) Bentuk laporan pelaksa~aan tugas sebagaJrpana cti.Jilak5tl~ 

dalam .ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleb Bup8:ti KeP8-
la Daer.ah. · · · ·i · 
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HAR xr 

pF.NETAPAN PRNGGUNAJ\N LABA ,. 
,' J,;J"{'J1f\ Pr~ BJ-: II\ 

JASA PROllUKSI 

Pasal 58 

( 1) penggunaan laba bersih diatur sebagai berikut 

a. Untuk Anggaran 
Belanja Daerah 

' Pendapatan dan 

b. Untuk Cadangan Umum 

c. Untuk Pembinaan dan Pengendalian 
Perusahaan Daerah Air Minum 

d. 'Untuk Jasa Produksi 

e. Untuk Cadangan Sosial dan Pendidikan 

55 % 

20 % 

10 % 

10 % 

5 % 

(2) Penggunaan laba bersih untuk cadangan umum bilamana 
telah tercapai tujuan dapat dialihkan kepada peng­
gunaan lain dengan Keputusan Bupa ti Kepala Daerah 
setelah mendapat wrtimbangan Ba.dan Pengawas. 

(3) Cadangan diam dan atati rahasia tidak boleh diadakan 

BAB XII 

TAHON BUKU 

Pasal 59 

Tahun BUku Perusahaan Daerah Air Minum adalah Tahun 
Takwin. 
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\ 1 

r 

1 l re; 
I n 

1 l l,
"'CI n nr. l 'R.h j rl i () j .:.;er .hkan kl'.'.•p:1rl .. 

I\- 1 ;.-1 h Rrl t 1f1n n •r n (l '-'<'1 -

r h ; :in J •rr· on 'i Fl n • 

1:1 ~ p 1 ak •ana n Pera tura n Dae rah i nj 
r ni;:awa~an a O 

• • r< b ' 
j t;, aRkan l< pada ln ktor' t W1layah l a upat n dan 

i an Hnkum. 

( ..., ) UntuJ, roonw1.jang k giatan operasional dan pengawa~an 
n~ a di rj kan biaya operasional yang besarnya di.­
dj tampung dalam Anggaran Pendapa tan d~ Bel anja 
Da rah Kabupaten Daerab Tingkat II SuoharJo . 

BAB XIV 

PEMB-UBARAN 

Pasal 61 

( 1) Pembubfl rri n Perusahaan Dae rah Air Minum di tetapkan 
dengan 1->era turan Daerah. 

( 2) Semua Ke1tayaan Perusahaan Daerah Air Min um setelah 
diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah, 

(3) Pertanggung jawaban likwidasi dilaksanakan oleh 
Badan Peng~~w~1.c kepada Pemerintah Daerah. 

( 4) Da] am ha] 1 ikwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung 
jawab a tas kerugian yang dideri ta oleh pihn.l< 
ketjga. 
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r n , 

Pnsal 62 

( 1) Hal - hal yang belum dia ur dalam PeraJ.1Jr::: n D_.r-r• i­
ini a.kan dia tur 1 ebi.h ] an jut o] Ah 811pa 1· i K~ri;1 1 3 
Daerah sepan j ang mengcnai pelaksan~t::J.nny3_, 

(Z) Per aturan Daerah ini mulai berlaku pada tang6al 
ctiundangkan. 

Agar Supaya setiap orang dapat rrengetahuin1a rr€fr€­
rint ahkan pengundangan Pera turan Daerab ini deng~ .., 

_pen~pa t_aJl.Il.Y~ ~Q~~~ Lembaran Da.erah Kabupa ten Daera.t-i 
-TfiigKa t -I I ·&!Kolfa-r.Jo. 

!EWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH 
KABUP~ DAERAH 'filG<AT II 

SUKaIAR.JO 

KEIUA 

ttd 

DJOKO WALUJO, BA 

Sukoharjo ,29 Desember 1990 

BUPATI KEPAI.A D.AEP.AH m:a<AT II 

SUKrnARJO 

ttd 

Drs. SETYAWAN SADONO 
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DISAHKAN 

Dengan l<eputusan Guberrvr 
Kepala Daerah Tingkat I­

Jaw-d Tengah 

Tanggal 3 Juni 1Q91 No. 188;3/221/1991 
- ... 

An. SEKRITARI.S WUAYAH DAERAH Tlr-a<AT l 
Jfw.JA 'Illi.';AH 

Kepala Biro Hukum 

ttd 

SARDJITO,SH 

NIP. 500 034 373 

DIUNDANGKAN 

Dalam Lembaran. Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 
- . 

Naror 15 Tanggal 24 Juni 1991 Seri D No. 7 

SEKRETARIS WIL.\YAH / DAER~ 

ttd 

Ors. SOETJIPTO 
~~ 500031518 
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